BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pelayanan radiologi sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan kesehatan
secara menyeluruh merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945
dimana kesehatan adalah hak fundamental setiap rakyat dan harus diwujudkan
dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Bertolak dari hal tersebut serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan radiologi sudah selayaknya memberikan
pelayanan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan radiologi umumnya dan radiologi diagnostik
khususnya telah dilaksanakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan, mulai dari
sarana pelayanan kesehatan sederhana sampai berskala besar. Salah satu sarana
pelayanan kesehatan yang berkaitan erat dengan pelayanan radiologi diagnostik
adalah rumah sakit.

Hakekat dasar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit
adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan dari para pemakai jasa pelayanan
kesehatan (pasien). Pasien mengharapkan suatu penyelesaian dari masalah
kesehatannya di rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu
memberikan pelayanan medik sebagai upaya penyembuhan (pemulihan) yang

berkualitas dan bermutu tinggi.



Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menentukan tingkat pelayanan
radiologi diagnostik di rumah sakit. Faktor-faktor tersebut antara lain : faktor
sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang
menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini adalah masalah SDM khususnya
ketenagaan dokter spesialis radiologi diagnostik di rumah sakit.

Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis radiologi diagnostik
yaitu melihat gambar, mirip seperti yang dilakukan seorang dokter spesialis
patologi. Bedanya, analisis gambar radiologis ini seringkali merupakan langkah
awal penanganan pasien, dan sering dianggap “abstrak” oleh dokter lain. Hal ini
mengandung konsekuensi bahwa seorang dokter spesialis radiologi diagnostik
haruslah pandai dan berwawasan luas dalam mendeteksi kelainan / penyakit.
Adanya data mengenai keadaan klinis pasien akan membantu seorang spesialis
radiologi diagnostik dalam melakukan verifikasi diagnosis radiologisnya atau
dalam menyingkirkan diagnosis banding. Sebaliknya, tidak tersedianya informasi
klinis yang adekuat, ditambah dengan tidak adanya konsultasi antara dokter
dengan sang pasien sendiri, membuat pekerjaan dokter spesialis radiologi
diagnostik menjadi rentan terhadap kesalahan diagnosis. Oleh karena itu,
komunikasi dengan sejawat dari bidang spesialistik lain dan pasien merupakan
hal yang esensial. Manajemen alur pemeriksaan, administrasi pelaporan dan
distribusi gambar radiologis juga memegang peran penting dalam upaya
diagnostik dan intervensi yang efektif.

Profesi sebagai seorang dokter spesialis radiologi diagnostik juga memiliki

dilema tersendiri. Lulusan dokter spesialis radiologi diagnostik saat ini rata-rata



berumur sekitar 32-35 tahun, kira-kira akan mengerjakan pekerjaan
menginterpretasi foto radiologi seumur hidup selama kira-kira 30-40 tahun ke
depan. Pada satu sisi, lamanya / panjangnya waktu pelayanan akan semakin
menambah pengalaman dan memperluas wawasan dokter tersebut. Disisi lain,
bukan tidak mungkin rutinitas yang berlangsung terus-menerus tersebut akan
menimbulkan kejenuhan pada diri seorang dokter sehingga pada akhirnya dapat
menurunkan etos kerja dan standar pelayanannya terhadap pasien.

Apalagi, dengan kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi alat radiologi
diagnostik yang semakin lama semakin maju dan mutakhir, seorang dokter
spesialis radiologi diagnostik dituntut harus selalu aktif mengikuti perkembangan
zaman sehingga ilmu dan keahliannya dapat dipergunakan seoptimal mungkin
untuk kepentingan penegakkan diagnosa klinis pasien yang semakin akurat.

Kemudian dalam pelaksanaan praktik dokter spesialis radiologi diagnostik,
ternyata tidak terlepas dari permasalahan yang terkadang merugikan pasien baik
secara materil maupun immateril. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya praktik
dokter spesialis radiologi diagnostik yang tidak mempunyai Surat Izin Praktik
(SIP), praktik yang tidak sesuai dengan kompetensi, juga pelaksanaan praktik di
rumah sakit yang tidak menyesuaikan sarana, prasarana dan SDM serta klasifikasi
rumah sakit tersebut. Permasalahan berikutnya yang sering terjadi adalah adanya
kesalahan pembacaan (ekspertise) hasil pemeriksaan radiologi diagnostik, yang
pada akhirnya juga ikut berperan dalam kesalahan penegakan diagnosa pasien.

Untuk mengakomodir semua permasalahan diatas, maka diperlukan suatu

ketentuan pemerintah untuk melindungi kepentingan pasien secara hukum yaitu



dengan adanya standar ketenagaan dokter spesialis radiologi diagnostik yang
adekuat. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan telah mengeluarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/MENKES/SK/X1/2008 Tentang
Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan, dimana
salah satu ketentuannya mengatur tentang Standar Ketenagaan Dokter Spesialis
Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit, yang kemudian direvisi dengan Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 410/MENKES/SK/111/2010.

Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan
timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu terjadi terutama
karena beberapa sebab, antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter
untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan
seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, artinya para
pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan
hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien
bersedia memberikan informed consent, yaitu suatu persetujuan pasien untuk
menerima upaya medis yang akan dilakukan setelah ia mendapat informasi dari
dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya,
termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan hukum
terhadap pasien sehingga pasien dapat terhindar dari kerugian maupun kecacatan
akibat tindakan medis yang dilakukan dokter khususnya dokter spesialis radiologi

diagnostik.



Secara hukum, ketentuan tentang praktik dokter spesialis radiologi diagnostik
mempunyai persamaan dengan praktik dokter spesialis lainnya, sehingga
ketentuan hukum mengenai praktik dokter secara umum maupun praktik dokter
spesialis secara khusus dapat diberlakukan juga terhadap praktik dokter spesialis
radiologi diagnostik, seperti pemberlakuan UU No.44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit, UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran, UU No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,
KEPMENKES RI Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik
maupun PERMENKES RI No.269 Tahun 2008 tentang Rekam medis. Untuk itu,
dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas apakah KEPMENKES RI
No.1014/MENKES/SK/X1/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik
di Sarana Pelayanan Kesehatan dan revisinya yaitu KEPMENKES RI
No.410/MENKES/SK/III/2010 ini, sudah mengakomodir semua ketentuan
peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada
semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang
dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Jaminan tersebut
diberikan oleh negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia
adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud
dengan semua pihak disini adalah rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien dan lain-
lain. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak
perlindungan hukum pasien di rumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.



Oleh karena itu, timbul suatu pertanyaan apakah terdapat keterkaitan antara
Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit
dengan terpenuhinya Asas Perlindungan Hukum Pasien. Peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul : “STANDAR KETENAGAAN DOKTER
SPESIALIS RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI RUMAH SAKIT DAN ASAS

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN”

B. RUMUSAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN

Untuk dapat melakukan penelitian ini, perlu dirumuskan masalah penelitian
yaitu : “Apakah Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di
Rumah Sakit menyebabkan terpenuhinya Asas Perlindungan Hukum Pasien?”

Kemudian diidentifikasikan masalah penelitian ini, antara lain :

I. Apakah yang dimaksud dengan Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi

Diagnostik di Rumah Sakit?

2. Apakah yang dimaksud dengan Asas Perlindungan Hukum Pasien?
3. Apakah Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah

Sakit menyebabkan terpenuhinya Asas Perlindungan Hukum Pasien?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah :
I. Untuk mendapatkan gambaran tentang Standar Ketenagaan Dokter Spesialis

Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit.
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Untuk mendapatkan gambaran tentang Asas Perlindungan Hukum Pasien.



3. Untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara Standar Ketenagaan
Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit dengan terpenuhinya

Asas Perlindungan Hukum Pasien.

D. MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara teoritis

maupun praktis.

I. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Standar
Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit dan
terpenuhinya Asas Perlindungan Hukum Pasien.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah
agar hukum yang sudah ada, dapat memberikan kepastian perlindungan hukum
terhadap pasien maupun masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan

khususnya pelayanan radiologi diagnostik.

E. METODE PENELITIAN
1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti



sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan
menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk
mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah
dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan
perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu keterkaitan
antara Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit

dan Asas Perlindungan Hukum Pasien.

2, Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara
meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data
sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta
kriterium kebenaran koheren.? Metode berpikir deduktif merupakan cara berpikir
dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang
sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu
yang sifatnya khusus® Sedangkan kebenaran koheren (the coherence theory of
truth) adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis

dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi,

* Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, him. 63,72,405,406, 427.
> Wila Chandrawila Supriadi, Metode Penelitian (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah
“Metode Penelitian Hukum”, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan
Unika Soegijapranata, Semarang, 2006, him. 8.
' Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung,
2002,him.23.
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atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan

proposisi sebelumnya yang dianggap benar. *

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, dimana
data yang diperoleh peneliti didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan dan
dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain serta
sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya
disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi. ° Di dalam
penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.’

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan
hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim,
traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang
dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan,
misalnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/MENKES/SK/X1/2008 Tentang

Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

' A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Jimu Pengetahuan (Sebuah Tinjavan Filosofis), Kanisius,
Yogyakarta, 2001, him. 68.
* Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 1995, him. 65.
¢ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.
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Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks,
Jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium
yang dilakukan para pakar hukum mengenai Standar Ketenagaan Dokter Spesialis
Radiologi Diagnostik dan Asas Perlindungan Hukum Pasien. Selain itu, dalam
penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah
bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-
lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi
berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan
masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk

menganalisisnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan
dalam penelitian ini, yaitu suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk
mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (learning), serta memahami
(reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan
orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan
hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan
lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus,

cnsiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif normatif, dimana

tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau
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rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data
disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis
sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta
pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu
masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan
perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu keterkaitan
antara Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit

dan Asas Perlindungan Hukum Pasien.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang penguraiannya akan dilakukan
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada awal tesis ini, uraian dimulai dengan'BAB 1 yakni Pendahuluan, yang
terdiri dari 7 sub-bab yaitu sub-bab A tentang Latar Belakang Penelitian, sub-bab
B tentang Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian, sub-bab C tentang
Tujuan Penelitian, sub-bab D tentang Manfaat Penelitian, sub-bab E tentang
Metode Penelitian, sub-bab F tentang Teknik Pengumpulan Data dan sub-bab G
tentang Sistimatika Penulisan.

Dilanjutkan dengan BAB II tentang Standar Ketenagaan Dokter Spesialis
Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit, yang terdiri dari 5 sub-bab antara lain
sub-bab A tentang Pengantar, sub-bab B tentang Standar Ketenagaan, sub-bab C
tentang Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik, sub-bab D tentang Rumah Sakit,

sub-bab E tentang Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologik di Rumah
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Sakit dan sub-bab F tentang Penutup, yang akan dijelaskan hasil abstraksi atau
simpulan dari seluruh uraian Bab II ini.

Sedangkan BAB III yaitu Asas Perlindungan Hukum Pasien, mencakup 8 sub-
bab yaitu sub-bab A tentang Pengantar, sub-bab B tentang Pengertian, sub-bab C
tentang Tujuan Hukum, sub-bab D tentang Hakekat Perlindungan Hukum, sub-
bab E tentang Bentuk Perlindungan Hukum, sub-bab F tentang Macam-macam
Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan, sub-bab G tentang Asas
Perlindungan Hukum Pasien dan setelah itu akan diakhiri sub-bab H yaitu
Penutup yang menguraikan hasil abstraksi atau simpulan dari seluruh uraian
Bab IIL

Kemudian dalam BAB IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri
dari 5 sub-bab yaitu sub-bab A tentang Pengantar, sub-bab B tentang Standar
Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di Rumah Sakit, sub-bab C
tentang Asas Perlindungan Hukum Pasien, sub-bab D tentang Analisis
Keterkaitan antara Standar Ketenagaan Dokter Spesialis Radiologi Diagnostik di
Rumah Sakit dengan Asas Perlindungan Hukum Pasien dan Sub-Bab D tentang
Penutup yang menguraikan hasil abstraksi atau simpulan dari seluruh uraian
Bab IV.

Akhirnya penulisan tesis ini, akan ditutup dengan BAB V tentang Penutup,
yang terdiri dari 2 sub-bab yaitu sub-bab A tentang Kesimpulan dan Sub-bab B

tentang Saran.
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